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APBD menjadi ancaman anggota Dewan periode 1999--2004. Betapa 
tidak, hampir semua daerah sedang memproses anggota Dewan 
karena menyimpangkan dana rakyat itu. Tidak tanggung-tanggung, 
ada daerah yang seluruh anggota Dewan-nya menjadi tersangka. 
Sebuah ironi memang. 

Berkaitan hal itu, ada yang beranggapan penyimpangan dilakukan 
bersama-sama, bersekongkol (berjemaah). Artinya, dilakukan terbuka 
dan terang-terangan. Menyimak penyimpangan yang masal ini, ada 
yang menganggapnya sebagai bukan penyimpangan. Itu bukan 
penyimpangan, tapi salah tafsir. 

Tulisan ini tidak berusaha masuk dua kutub pendapat tersebut. Tapi 
berusaha melihat sisi lain dari fenomena APBD yang menyeret 
anggota Dewan ke meja hijau. Pertama, Dewan merasa punya hak 
mengatur keuangannya. Sayang, hak ini tidak dijalankan dalam 
konteks tanggung jawab sehingga terbawa "hawa" kekuasaan. 
Sedangkan kekuasaan--katanya--cenderung korup. 

Akibatnya, anggota Dewan tergelincir dalam arogansi kekuasaan. 
Mengatur penggunaan uang (sumber daya) bersama (rakyat) menurut 
perspesi dan keinginan mereka sendiri. Aturan, rasa kepatutan dan 
keadilan justru dianggap penghalang yang harus diabaikan. Hal ini 
dimungkinkan karena kontrol partai (cenderung) tidak ada sesuai 
dengan mekanisme yang ada. 

Arogansi kekuasaan tersebut bersinergi dengan biaya politik dan gaya 
hidup. Kedua, anggota Dewan terjebak dalam "biaya politik" tinggi. 
Arogansi kekuasaan membangun citra "mewah" anggota Dewan di 
mata konstituennya. Masyarakat menganggap anggota Dewan dengan 
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mudah mendapat banyak uang. Timbul kesan di masyarakat, jika 
ingin cepat "kaya" harus jadi anggota Dewan. 

Akibatnya, anggota Dewan dipaksa menjadi "dermawan". Banyak 
pihak--baik perorangan maupun lembaga--yang mengadukan 
kebutuhan finansialnya. Anggota Dewan cenderung tidak dapat 
mengelak dan masyarakat cenderung tidak mau tahu sehingga biaya 
politik anggota Dewan menjadi tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan 
budaya instan dan pragmatis baik di kalangan masyarakat maupun 
anggota Dewan. 

Budaya instan dan pragmatis menjadi tempat subur bagi tumbuhnya 
gaya hidup tinggi. Ketiga, anggota Dewan terpola "gaya hidup tinggi". 
Gaya hidup anggota Dewan cenderung berubah karena menyadari 
mereka masuk bagian elite masyarakat. 

Sebagai elite dalam masyarakat mereka harus ditunjang tampilan 
dan pola hidup yang serba-"wah". Untuk itu diperlukan biaya yang 
besar. Semangat inilah yang secara langsung maupun tidak langsung 
menegaskan adanya "politik uang" dan "penyimpangan APBD". 

Saat itulah APBD menjadi ajang kepentingan. Kepentingan ini 
menjadi tak terkontrol karena kepentingan anggota Dewan tersebut 
disambut eksekutif dengan kompromis. Kalau kita merujuk pada 
aturan yang ada, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ada pada 
kepala daerah. Sayang, saat yang sama kepala daerah harus 
bertanggung jawab kepada Dewan atas pengelolaan keuangan 
daerah, termasuk yang digunakan Dewan. Di sinilah dilematisnya. 

Kompromi ini sebenarnya tidak hanya dilakukan antara legislatif 
(Dewan) dan eksekutif. Menurut aturannya, anggaran 
kabupaten/kota yang tidak sesuai dapat dibatalkan pemerintah 
provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Karena anggaran 
pemerintah provinsi juga bermasalah, secara moral tidak ada 
legitimasi untuk membatalkan anggaran kabupaten/kota. Sebab itu, 
komponen masyarakat melalui berbagai jaringan--FTA, JMPTOD--
selalu mengkritisi APBD provinsi bahkan sampai meminta banding 
administrasi dan judicial review. Hal ini dimaksudkan provinsi dapat 
tegas menegakkan aturan anggaran terhadap kabupaten/kota. 
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Atas nama pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dapat 
membatalkan APBD provinsi yang menyimpang. Tapi kenyataannya, 
tidak pernah ada sikap tegas terhadap penyimpangan anggaran, 
kecuali surat edaran berupa pedoman penyusunan APBD. Hal ini 
menunjukkan kita tidak punya sikap terhadap penegakan hukum. 
Tidak adanya penegakan hukum berarti kita lebih senang ada 
ketidakpastian. Dalam ketidakpastian, kita dapat berspekulasi dan 
mengaburkan penyimpangan. 

Bagaimana dengan anggota Dewan periode 2004--2009? Proses 
penyidikan-penyelidikan atas APBD yang marak belakangan ini harus 
menjadi peringatan anggota Dewan periode 2004--2009. Dalam APBD 
selama ini ada yang keliru dan kekeliruan itu tidak dapat dihapus 
oleh waktu. Kekuasaan tidak selalu dalam genggaman, yang dapat 
meredam penyimpangan. Justru waktu menunjukkan 
"penyimpangan yang dipendam" merupakan bom waktu yang 
sewaktu-waktu dapat meledak. 

Tantangan bagi anggota Dewan baru adalah bagaimana memaknai 
APBD sehingga tidak menjadi ancaman. Secara substansial APBD 
mengalami banyak perubahan sesuai dengan semangat reformasi. 
Justru di sinilah tantangan bagi anggota Dewan baru. 

Seluruh dunia mengalami transformasi manajemen pemerintahan, 
termasuk negara kita. Transformasi manajemen pemerintahan 
tersebut di antaranya adalah reformasi kepegawaian, penataan 
kelembagaan, dan reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah. 
Dalam bidang keuangan, salah satu tonggaknya adalah Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Undang-undang tersebut berusaha mengintegrasikan sistem 
akuntabilitas dalam sistem penganggaran. Anggaran merupakan alat 
akuntabilitas dan manajemen serta instrument kebujakan ekonomi. 
Di samping itu, mengakomodasi prinsip-prinsip good governance, 
yaitu akuntabilitas dan transparansi. 

Sebelumnya juga banyak peraturan yang terkait pengelolaan 
keuangan daerah. Tapi banyak yang belum dilaksanakan dengan 
baik. Selama ini ada Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah, tapi isinya belum banyak mengatur pengelolaan 
keuangan daerah. 
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Sebab itu, tantangan bagi anggota Dewan baru, pertama, memaknai 
anggaran secara lebih substansial sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Kedua, meninjau ulang peraturan daerah yang terkait 
dengan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, mengevaluasi 
kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana disyaratkan peraturan yang ada. Keempat, 
memantapkan proses perencanaan--termasuk penyusunan anggaran-
-sehingga lebih substansial dan partisipatif. 

Masih banyak yang harus dibenahi. Harapan kita, Dewan baru dapat 
mengubah paradigma dalam memaknai APBD sehingga bukan hanya 
mereka melepas ancaman APBD sebagaimana Dewan sebelumnya, 
tapi juga memberi harapan baru kepada masyarakat. Dewan tidak 
harus bekerja sendiri, komponen masyarakat selalu berpartisipasi 
aktif. Namun, harapan masyarakat, Dewan lebih dialogis dengan 
membuka akses masyarakat untuk berpartisipasi. Semoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


